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ABSTRACT

This dissertation deals with the negotiation of state rules
with manhaj in relation to practices of Islamic Family Law
within the Salafi Muslim community in Wirokerten, Yogyakarta.
Drawing on Anthony Gidden’s theory of structure and agency,
this dissertation will answer the following research questions: 1)
How is marriage law practiced in the Salafi community in
Wirokerten?; 2) How are the Salafi teachings negotiated with
Indonesian marriage law in Wirokerten?; and 3) Who has played
an important role in shaping the Wirokerten Salafi Community's
understanding of marital law and regulations? Supporting data has
been obtained from both bibliographical and empirical
investigations.

The state has decided on legal guidelines regarding marriage
regulations, called the Compilation of Islamic Law (the KH]J), in
1991 as a form of refinement of Law No. 1 of 1974 concerning
Marriage. This law aims to regulate and provide legal guidelines
for carrying out Islamic legal practices in terms of marriage,
inheritance and so on. The existence of a single legal guideline
issued by the state, however, does not rule out the possibility of
practical diversity of marriage law in the Indonesian Muslim
community. The door of ijtihad is always open for Muslims to
find a legal basis for their context at hand and allows the
possibility of the emergence of diversity in schools or manhaj
within Islam. As found in the reform movement that entered
Indonesia after the fall of the New Order regime (post 1998), the
teachings. have returned to the Qur’an and the Hadith, also
referred to as the Salafi manhaj, which has raised a new style of
religious democratic practice in Indonesia.

The form of negotiation carried out by the state with the
Wirokerten Salafi community is the same negotiation that is
carried out by the state with the community in general, that is,
applying marriage law which is in accordance with the law of
Indonesia. The Salafi Wirokerten community comply with
marital law as stipulated by the state, including laws that govern
marriage procedures and the recommendation or obligation to
register marriages, both monogamous and polygamous. In
addition, they agree on the existence of two types of guardians,
namely the nasab guardian and wali hakim (authorized guardian).
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The also agree to record polygamous marriages in accordance
with the state requirements by including a statement of
willingness from the first wife or previous wives, disagree with
sirri marriage because it could be detrimental to the women, and
do not practice underage marriage. The Salafi women view
polygamy as sharing. All this leads to the Salafi women of
Wirokerten being more empowered, as has been put forward by
Samia Huq with her discussion of self-interest and self-
expression.

The cooperative attitude of the Wirokerten Salafi
community concerning the marital regulations set by the state
are basically for the needs and interests of the Salafi community
itself, i.e., for attaining legal protection, for administrative
requirements for registration of children at educational
institutions, for obtaining social assistance from the state, and
for accessing health services. In general, the marriage law
practiced by the Wirokerten Salafi community is based on
shari’ah according to the Salafi manhaj. As previously
mentioned, the Wirokerten Salafi community complies with state
regulations, unless there are discrepancies between the state law
and Salafi manhaj. In the incidence of this, the community
prefers to follow the shari'ah according to the Salafi manhaj
rather than the state regulations. The author refers to this as
ideological-substantial accommodation: the decision to obey
state rules specifically for their ideological substances.
Meanwhile, the parties that shape the understanding of marital
law of the Salafi Wirokerten community are generally the Ustadh
in religious forums. The Ustadhah has a significant role in
transferring the understanding of Salafi manhaj, including in the
marriage law issues, to both the akhwat (girls) and ummahat
(mother) circles of the Wirokerten Salafi community.

In the sense of theoretical implication, drawing on Gidden’s
theory of structuration led the author to not only analyze the
practices of marriage that have resulted in a change of legal
understanding but also to uncover agent patterns in the
empowerment of the Salafi women. That being said, on numerous
occasions the research data and findings of this dissertation are
supported by other theories. The theory of MacLeod,
“Accommodation Protest” was found to strengthen Gidden’s theory
about the relationship between Agent and Structure.
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ABSTRAK

Disertasi ini membahas negosiasi hukum negara dan manhaj
Salafi kaitannya dengan praktik hukum keluarga Islam Salafi di
Wirokerten Yogyakarta. Dengan menggunakan teori Anthony
Gidden tentang Agen dan Struktur, karya ini akan menjawab
beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana
Praktek hukum perkawinan pada komunitas Salafi di
Wirokerten? Bagaimana ajaran salafi dinegosiasikan dengan
hukum perkawinan Indonesia di Wirokerten? Siapa yang
mengambil peran penting dalam membentuk pemahaman
Komunitas Salafi Wirokerten mengenai peraturan dan hukum
perkawinan? Data-data pendukung argumentasi dalam disertasi
ini didapatkan melalui metode investigasi bibliografis dan
empirik.

Pada dasarnya negara telah memutuskan pedoman hukum
tentang peraturan pernikahan yang disebut dengan Kompilasi
Hukum Islam No.l tahun 1991 sebagai bentuk penyempurnaan
dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang ini bertujuan untuk mengatur sekaligus sebagai
pedoman hukum dalam menjalankan praktik hukum Islam dalam
hal perkawinan, warisan dan sebagainya. Adanya pedoman
hukum tunggal yang sudah dikeluarkan oleh negara tidak
menutup kemungkinan adanya keberagaman praktik hukum
perkawinan di tengah komunitas muslim Indonesia. Sebagaimana
yang ditemui dalam sebuah gerakan pembaharuan yang mulai
masuk ke Indonesia paska tumbangnya rezim orde baru yaitu
ajaran untuk kembali pada al-Qur’an dan Hadith atau mereka
menyebut diri dengan manhaj Salafi yang memunculkan corak
baru praktik demokrasi beragama di Indonesia.

Bentuk negosiasi yang dilakukan oleh negara terhadap
komunitas Salafi Wirokerten bersifat umum sebagaimana
negosiasi yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat pada
umumnya, yaitu  memberlakukan = hukum  perkawinan
sebagaimana yang sesuai dengan aturan negara. Kenyataannya,
mereka mempraktikkan hukum perkawinan yang meliputi tata
cara pernikahan dengan adanya anjuran atau kewajiban
melakukan pencatatan pernikahan baik pernikahan monogamy
maupun poligami. Poligami bagi mereka merupakan sarana
berbagi kesejahteraan. Selain itu mereka juga menyepakati
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adanya dua jenis wali, yaitu wali nasab dan wali komunitas.
Mereka juga sepakat untuk melakukan pencatatan pernikahan
poligami sesuai dengan persyaratan Negara yaitu dengan
menyertakan surat pernyataan kesediaan dari istri pertama atau
istri-istri terdahulu, tidak sepakat adanya nikah sirr7 karena bisa
merugikan pihak perempuan dan tidak melakukan praktik
pernikahan di bawah umur, sehingga perempuan Salafi
Wirokerten bisa lebih berdaya seperti yang dikemukakan Samia
Huq dengan se/f-interest dan self-expression.

Berbagai bentuk sikap negosiasi komunitas Salafi
Wirokerten terhadap peraturan hukum perkawinan menurut
negara pada dasarnya untuk keperluan dan kepentingan
komunitas Salafi sendiri yaitu untuk keperluan perlindungan
hukum dan kebutuhan administrasi pendaftaran pendidikan
sekolah untuk anak dan untuk keperluan agar mendapat bantuan
sosial dari negara serta untuk mempermudah mengakses
pelayanan kesehatan. Secara umum, hukum perkawinan yang
dipraktikkan oleh komunitas Salafi Wirokerten adalah
berdasarkan pada syari’ah menurut manhaj Salafi. Dalam
beberapa hal yang telah disebutkan, komunitas Salafi Wirokerten
searah dengan peraturan negara, hanya saja jika ada yang tidak
sesuai komunitas Salafi Wirokerten lebih memilih untuk mengikuti
syari’at menurut manhaj Salafi dari pada hukum Negara, yang
penulis istilahkan dengan akomodasi ideologis-subtansial yaitu
keputusan untuk mentaati aturan negara karena secara spesifik
untuk muatan ideologis mereka. Adapun pihak-pihak yang
membentuk ‘pemahaman komunitas 'Salafi ‘Wirokerten mengenai
hukum perkawinan banyak terpusat| pada peran ustadh melalui
forum-forum-—kajian. ‘Ustadhah sebagai agen mempunyai peran
penting dalam /melakukan’ transfer pemahaman /‘tentang manhaj
Salafi termasuk dalam hal hukum perkawinan baik di kalangan
akhwat maupun ummahat Salafi di Wirokerten.

Pada dataran teoritis, teori Gidden tentang Strukturasi
mendorong penulis bukan hanya menganalisis praktik perkawinan
yang mengakibatkan terjadinya perubahan pemahaman hukum
tetapi juga untuk mengungkap pola agen dan pemberdayaan
perempuan salafi. Meski begitu, ada implikasi teoritis yang tidak
dapat dihindari. Data-data dilapangan dan temuan disertasi ini
menunjukkan bahwa ada teori-teori lain yang mendukung. Teori
MacLeod “Accomodations Protest” menjadi penguat teori Gidden
tentang relasi Agen dan Struktur.
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TRANSLITERATION

This work contains many non-English words in languages
such as Indonesian, Javanese, and Arabic. I write non- English
words in italics with the exception of words. Short explanations
of non-English words are written inside square brackets [ ] and
footnotes are used for longer and more detailed explanations. To
write Arabic words, the transliteration system of the Library of
Congress and the /nternational Journal of Middle Eastern Studies
has been used with slight variations.

&= rz = f
—=b =S &=q
=t U= sh =k

&= th Ue=S$ J=1
z=] o==d F=m
c=h L=t g=n

&=kh L=y =W
=d v —h
>=dh g=gh $=y
=T

Short: =a =i =u
Long: l=a $=1i U
Diphthong: &' =ay 3= aw

The ta marbuta (3) is omitted unless it occurs within an idafa
in which case it is written “t”, such as wahdat al-wujud. Arabic
words that have been incorporated into Indonesian, Javanese, and
indicate certain events, names of institutions and persons, or are
now part of the vocabulary of these languages, are written in
their Indonesianized form, such as ‘AAli Hikmah’ instead of ‘AAl
al-Hikmah’, ‘Akhwat-Ikhwan’ instead of ‘Akhwat-Ikhwan’, and
‘Sultan Hasanuddin’ instead of ‘Sultan Hasan al-Din’.
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CHAPTER1

INTRODUCTION

A. Background

Breaking through traffic jams at Fly Over Janti,
Yogyakarta, I rode a motorcycle down the Blok O road to
attend a Salafi couple's celebration. I was attending after
receiving an invitation for a wedding on Monday, January
4, 2019, in the Adisucipto Hall building, from one of the
Non-Civil Servant Extension Staff. Arriving at the
location, I found the Adisucipto Hall building filled with
hundreds of guests with striking appearances: long robes
and veiled women. They were the guests of the Salafi
couple Atiya and Bayu, a 21-year-old boy who chose to
hold his wedding in a luxurious building. I chose to enter
through a special door for the akhwat because the other
door was reserved specifically for 72kwan. 1 entered before
the wedding procession began, at around 7 a.m. The
building sound system sounded with a recitation of the
Qur’an. Then, at 8.00 am, the 7jab-gabu/ was held between
the nasab  guardian of the bride, Atiya, and. the groom,
Bayu, accompanied by their parents, close ‘relatives and
witnessed by the KUA (stands for Kantor Urusan Agama or
translated as Office of Religious Affairs, henceforth
referred to as the KUA), as the legal representation of
marriage according to the state. The attendees also watched
the procession through a large white screen (projector) with
an ikhwan as the MC guiding guests through the whole
event. During the wedding, no music, no singing, or any
other entertainment was heard. However, that did not
reduce the reverence of this wedding.
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Bayu and Atiya's marriage began with the ta'aruf
process. In ta‘aruf, each candidate exchanges his or her
Curriculum Vitae (CV), given through a mediator, such as
an ustadh. If both candidates and their parents agree with
the proposed partner, then they are allowed to meet face to
face accompanied by their respective mahram. This process
usually does not take long; within only about two meetings,
the candidates have made their decisions. Based on an
agreement, they will arrange the wedding date and register
the marriage by completing the marriage administrative
requirements as determined by the KUA.

Interestingly, parents of Salafi couples who plan to
marry do not have to be from Salafi circles. For Salafis,
even if the guardian parents of the bride or groom are not
Salafis, they are still very valuable and very important,
because parents have the prerogative rights in the Salafi
manhaj.' Likewise in_Bayu's marriage, it was known that
his parents did not follow the Salafis. However, his parents
still gave him their blessing because it was very influential
for the marriage moving forward. Parents are an important
element in marriages among Salafis because, for them, the
legitimate guardian- in marriage is the nasab. guardian. A
legal guardian can be presented:if there is no access at all to
the nasab ‘guardian. ‘The legal “guardian’ ¢an be ‘a“Salaf
ustadh who is the guardian of the" community or the
wedding officiant in the local area. The legal guardian,
however, does not have to be from the Salafi community,
but can also be a the KUA marriage registration
employees.2 However, this is uncommon as those who wish

"Interview with Ummu Yahya (Aunty of Bayu) on 18 February 2019.
? Interview with Amin at the KUA Banguntapan on Sunday, 13
December 2018.



to marry will greatly seek the presence of their own nasab
guardians as marriage guardians.

The couple are registered as Wirokerten villagers who
are members of the Salafi Community and live with their
own uniqueness. Members are not separated from the socio-
cultural system of the community.’ It is evident from their
place of residence in one location, the tendency to be
closed-off people, the way they dress, their kinship system,
the women's position in the family and their consistent
polarization of Javanese ways in line with their religious
identity.* In addition, they present themselves in Middle
Eastern-style clothing,” such as wearing a veil® and dressing
in dark and baggy clothes for women, and lengthen beards
and wearing pants that stop just above the ankles for men.’

Although their appearance is different from other
residents, the state remains accommodative toward the
legal practices  carried out by the Salafi Wirokerten
Community for the fulfillment of marital administration
requirements. To that end, I raised four issues of Islamic

* Kontjaraningrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta: Universitas, 1965),
pp. 77-78.

* M.C: Ricklefs, Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan
Penentangnya dari 1930 sampai. Sekarang, (Jakarta: PT. Srambi Ilmu
Semesta, 2013), pp. 43-57.

* According to MagLeod, the clothes a petson weats are a symbol of
who and with whom he/she chooses religious affiliation. See Arlene Elowe
MacLeod, Hegemonic Relations and Gender Resistance: The New Veiling
as Accommodating Protest in Cairo, Signs, Vol 17, No 3, (Spring, 1992),
pp. 533-557.

® Yuyun analyzed the use of the Nigab among Salafi women as a
symbol of their identity as well as Salafi women who played a part in
demonstrating their strength by showing that their protests were not just
talk. See Yuyun Yunesti, Politic of Niqab: Salafi Women, Agency and
Everyday Life, Dissertation: ICRS-UGM, 2019.

7 Ahmad Bunyan Wahib, Being Pious among Indonesian Salafis, A/-
Jami‘ah, Vol. 55, No. 1, 2017 M/1438 H, (Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga), p. 8.



4

family law practice, namely marriage registration, the
minimum age of marriage, the marriage guardian and
polygamy. These issues were raised to investigate the
dynamics and contiguity between manhaj and state
regulations. Marriage Law No. 1 of 1974, which regulates
marital procedures for Indonesian citizens, does not
distinguish between religion and beliefs of those who want
to get married. More specifically, state regulation in the
KHI in Indonesia (stands for Kompilasi Hukum Islam or
translated as Compilation of Islamic Law in Indonesia,
henceforth referred to as the kompilasi— Presidential
Instruction No. 1 of 1991 does not only apply to Indonesia
mainstream religious organizations such as NU and
Muhammadiyah, but also to minority religious
organizations such as the Shia, Ahmadiyah, Indonesian
Hizb ut-Tahrir, and the Tablighi Jamaat, including the
Salafi Community.

For this reason, the Salafi Wirokerten Community
realize that as citizens of Indonesia, they need to
accommodate state law in their manhaj. They also support
the Population Census program, provided they are served
by women Census- Officers. - FEurthermore,  based on
information from the Wirokerten Village Government, they
also heeded the government's”instructions’ to put up the
national red and white flag. In regatd to the participation of
Salafi settlers in the Indonesian democratic system, they
tend to be accommodative and cooperative. That is based
on reports that show several members of the Glondong
Village Salafi community registered to participate in the
Presidential Elections on April 17, 2019.® And when
inaugurating the new mosque, Al-Muhsinin, in block G,

¥ Information from Head of Government section on Wednesday 6
December 2018.



they held a daurah kubrah, presented by a quite well-known
senior lecturer, Ustadh Firanda Andirja Abidin, and also
attended by the Head of Wirokerten Village.

As a new religious organization, formed after the fall
of the new order regime and democracy began, this
community was a breath of fresh air for Salafis in Indonesia
and various other parties as it allowed them to voice their
aspirations and interests,” especially the Muslim minority
groups. Other minority groups that voiced their interests
included the Shia, Ahmadiyah, HTI and the Tablighi
Jamaat. Their small memberships place them as Muslim
minorities in Indonesia. Referring to Kettani's definition, as
Azzumardi Azra stated in the preface to the book Minoritas
Muslim di Dunia Dewasa Ini,"° simply put, a person or a
group of Muslims is categorized as a minority because of
their small number compared to other religious groups
whose followers are much larger in number.'' All the
aforementioned minority groups show differences in
appearance by wearing dark clothes and nigqab and
moreover, they want to restore the glory of Islam as in the
days of Salaf as-shalih and tabi'at-tabi'in."”

’Amanda Kovacs, Saudi Arabia Exporting SalafiEducation and
Radicalizing Indonesia’s Muslims, German Institute of Global and Area
Studies (GIGA), GIGA: Focus International Edition/English 7/2014, pp. 1-
2.

' Azyumardi Azra, Preface on Muslim Minority Discourse within M.
Ali Kettani, Minoritas Muslim di Dunia Dewasa ini, Zarkowi Soejoeti,
(terj), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt), p. xx.

""" Ibid. Webster's Seventh New Collagiate Dictionary, as quoted by
Kettani in his book, defines "minority" as part of a population that has
several different characteristics and is often treated differently. See M. Ali
Kettani, Minoritas Muslim di Dunia Dewasa ini, Zarkowi Soejoeti, (tran.),
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt), p. 1.

> Henri Lauziere, The Construction of Salafiyya: Reconsidering
Salafism From The Perspective Of Conceptual History, International
Journal of Middle East Studies, Vol. 42, No. 3 (August 2010), p. 373.



Although their dakwah has spread to all corners of the
country® and crossed cultural boundaries,'* it is not
impossible that divisions will occur, as happened in the
Salafi dakwah in Yogyakarta. It is common knowledge that
a split occurred between Ja'far Umar Thalib and Abu Nida,
who were originally united in a forum for dakwah at the
pesantren [hya as-Sunnah Degolan, due to differences in
views about Sururiyah."® As a result, two major Salafi poles
emerged, namely the Degolan school of thought under the
leadership of Ja'far Umar Thalib and the Salafi school of
thought under Abu Nida in Bantul region. Subsequently,
Ja'far established FKAWJ to launch jihad in Maluku,'
while Abu Nida prefered to establish the Majlis /hya 'al-
Turats al-Islami foundation to expand his influence. In
January 1994 and under his organization, Abu Nida opened
an Islamic village in Wirokerten, Bantul. The idea was to

PRecently Salafi has expanded their dakwah to Papua. Source:
https://www.nu.or.id/post/read/84411/di-papua-pesantren-ala-salafi-
wahabi-semakin-menjamur Accessed 25 April 2020.

" For details, see Krismono, Ekonomi-Politik Salafisme di Pedesaan
Jawa, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015).

" Sururiyah is derived from the word sururi which means adherents of
Bin Surur's views, a Salafi figure who was condemned by prominent Salafi
authorities associated with Bin Baz as'a supporter of the rafkir teachings
developed by Qutb. As a result, he was expelled from Saudi Arabia. See
Noorhaidi Hasan, Salafism in Indonesia: Transnational Islam, Violent
Activism, and “Cultural Resistance. Accessed 1 https://umj.ac.id/wp-
content/uploads/2017/06/Salafism-in-Indonesia-Noorhaidi-Hasan.pdf,
accessed 10 January 2019).

'® On April 26, 2000, 111 Laskar Jihad fighters left the Port of Tanjung
Perak, Surabaya. Four days later they arrived in Ambon. Their arrival was
followed by the presence of hundreds of more volunteer fighters who left
for Ambon from the Port of Tanjung Perak in Surabaya and the Port of
Tanjung Priok in Jakarta. By July 2000, Laskar Jihad had deployed nearly
three thousand fighters at a number of command posts on the island of
Ambon. The total number of Laskar Jihad fighters leaving for the Maluku
Islands reached around seven thousand. All this was thanks to the Supreme
Commander, Thalib, who played his role as the main character of this
drama perfectly. For details, see Noorhaidi, Specialy Chapter VI Drama
Jihad di Maluku, (Jakarta: LP3ES and KITLV, 2008), pp. 274-321.


https://www.nu.or.id/post/read/84411/di-papua-pesantren-ala-salafi-wahabi-semakin-menjamur
https://www.nu.or.id/post/read/84411/di-papua-pesantren-ala-salafi-wahabi-semakin-menjamur
https://umj.ac.id/wp-content/uploads/2017/06/Salafism-in-Indonesia-Noorhaidi-Hasan.pdf
https://umj.ac.id/wp-content/uploads/2017/06/Salafism-in-Indonesia-Noorhaidi-Hasan.pdf
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emulate the Islamic village in Kuala Lumpur."” Thus, the
Salafi Wirokerten has become important study material,
because it is one of the major poles of the Salafi dakwah in
Yogyakarta region. In the middle of this modest village
amosque named Jamilurrahman was built. Abu Nida and
other teachers live in a group of five or six houses around
the mosque. All pesantren activities are centered at the
mosque; however, there have never been many students —
at most 50 people. Students are taught to read classical and
modern Islamic texts, especially those containing Wahhabi
teachings, and the Salafi ways of life.'®

That modest village has changed and developed
rapidly. This is the background of what sparked interest to
conduct studies in the Wirokerten Salafi region— a region
that has unique characteristics and contains the housing
complexes of the Salafi community. These complexes differ
from the Bin Baz Islamic Center complex which is
specifically arranged as a center for religious education, and
thus the majority of its inhabitants are students studying
religious knowledge, especially Salafi manhaj. The subject
of this study consists of the family group of the Wirokerten
Salafi Community which is-in line with the study of formal
state Jaw in terms of marriage law practices in Indonesia.

This-research focuses ‘on the ‘accommeodation of state
law, especially in the practice of Islamic family law, before
the Salafi manhaj which they believe. In its definition,
Salafi is a spirit to restore the teachings of Islam as it was
during the heyday of Islam (salaf as-shalih and tabi 'at-

7 Noorhaidi, Laskar Jihad, Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di
Indonesia Pasca Orde-Baru, pp. 71-72.

"®Abu Nida went on to establish the Bin Baz Islamic Center, an
organization that encompasses Bin Baz Kindergarten, Bin Baz Elementary
School, and Bin Baz Junior High School, located in Karang Gayam,
Sitimulyo, Pinyungan, Bantul, Yogyakarta.



8

tabi'in), based on the reason that the various practices of
Muslim worship today are impure, in the sense that they
have been mixed with local traditions and cultures'® which
lack proof of being derived from the Qur’an and the Hadith.
In addition, the Salafi want to restore the mission of
Islamic teachings of the heyday of Islam. The study on the
practices of Salafi family law is important, given the spirit
of referring to the teachings of the Qur’an and the Hadith
when choosing a mate, performing polygamous marriages
and regulating the role of the wife in carrying out daily
responsibilities. Furthermore, the increased accommodation
of state law in Salafi dakwah also forms the background of
this study. This accommodation further strengthens
relations with the Salafi manhaj itself. Their characteristics
have been changed by aspects of family law regulations, so
how they maintain their identity as devout Salafi needs to
be seen.

The Salafi discourse®® has been getting more and more
intense especially after the bombing of the WTC building
on 9/11/2001. Various studies have been carried out by
researchers both from within®' and outside the country.””

"Abdol hamid~ Afrakhteh,  Political Thought of Salafism and Its
Historical Roots, / Jurnal ~UMP: Social ~ Sciences ‘and ;Technology
Management, Vol. 3, Issue. 3,2015, p. 431.

* The use of the word Salaf and Salafi in the Indonesian context has
two different meanings. Salaf shows pesantren education which has the
character of Nahdlatul Ulama. The Salafis refer to a purification movement
that invites Muslims to return to the Quran and the Hadith.

I See Noorhaidi Hasan, Laskar Jihad: Islam, Militancy and the Quest
for Identity in Post-New Order Indonesia;, Ahmad Bunyan Wahib,
Pengorganisasian Dakwah Aktivis Islam di Indonesia, Dissertation:
Universiti Kebangsaan Malaysia, 2008; Inayah Rohmaniyah, Women
Strategizing Salafi Islam A Case Study Of PPMWI, Dissertation: ICRS-
UGM, 2013; Sunarwoto, Contesting religious authority: A study on
Dakwah Radio in Surakarta, Indonesia, Dissertation: Tirburg University,
2015.



The themes related to the meaning of individual identity
(motivation) to the macro scale as a movement have been
widely studied. Among researchers who have conducted
research on the Salafi community, specifically on family
law, is Anabel Inge in 2017.7 It has been stated that Salafi
women in the UK do not oppose patriarchy but instead,
"submit and accept"** the tradition. Furthermore, Inge
stated that Salafi women who were involved in her research
had internalized the doctrine that encouraged them to get
married as soon as possible. The environment which
institutionalizes the separation of men and women is not
the main reason for Salafi groups not to engage in early-age
marriage.”> Through the doctrine of not dating but doing
ta‘aruf’, Salafi groups decide who will be chosen as a couple
after meeting at least twice.

Another study conducted by Eva F. Nisa in 2011 in
Yogyakarta argued that the decision of veiled women to get
married as soon as possible is driven by the concerns of
parents and the veiled women themselves. This concern

22 Roel Meijer,ed., Global Salafism. Isiam’s New Religious Movement
(UK: C.Hurt & CoPublisher, 2009; Henri Lauziere, The Making of
Salafism; Islamic Reformn In the Twentieth Century (New York : Columbia
University Press, 2016).

»Anabel 'Inge, ‘The Making of. Salafi Muslim « Women: Path to
Conversation (USA: Oxford University Press, 2017).

# Martin Riesebrodt, Fundamentlism and the Resurgence of Religion,
Religion in the Disenchanted World, vol. 47, no. 3 (2000); Cf. Martin E.
Marty, The Future of World Fundamentalisms, Proceedings of the
American Philosophical Society, vol. 142, no. 3 (1998); Martin E Marty
and R. Scott Appleby (eds.) Fundamentalisms and Society: Reclaiming the
Sciences, the Family and Education, (Chicago: University of Chicago
Press, 1993), p. 142.

* Ta’aruf actually means knowing each other. But this word takes on a
greater meaning according to the surrounding context. In Salafi, the word
ta'aruf describes an initial process of meeting between men and women for
the purpose of marriage. The fa‘arufprocess can be carried out by involving
third parties as intermediaries. Salafi women who are ready to get married
are usually facilitated by an ustadh/ustadhah to find a suitable partner.
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arises from several reasons, namely: 1) for veiled women,
their outward appearance only attracts a very limited
segment, namely Muslim men who mostly come from the
same religious background; 2) they do not want to violate
the rules of Islam and so adopt a strict life of separation and
prohibition of of talking to men who are not their mahram
(unmarried brothers); and 3) they have high hopes that their
future husband will guide them in their religious life.?
These reasons of concern of the parents and veiled women
(Salafis) are reasonable. The conditions show limited space
for finding a member of the opposite sex interested in
becoming a partner of a Salati woman.

Research has also been conducted by Siti Tarawiyah in
South Kalimantan. She observed the lives of Salafi women
in South Kalimantan, especially their positions and roles in
the family and social environment. These women became
acquainted with Salafism, got involved, and then fought to
defend Salafi ideology, which is puritanical, asocial and
typical Arabism, amid pessimism from the South
Kalimantan society. This included how they handled
conflict they encountered with extended family, dilemmas
in pursuing their careers,, and ,conflict, at, work. Tarawiyah
also showed- the efforts of these Salafi women to-reconcile
the conflicts— while " simultaneously” 'building’ ‘social
relationships in their surroundings. All'this was done while
trying to maintain the purified ideology they believe to be
true, behind the burqa and the cloak covering their bodies.?’

* Eva F. Nisa, Marriage and Divorce for the Sake of Religion:The
Marital Life of Cadari in Indonesia, Asian Journal of Social Science 39
(2011), pp. 797-820.

*7 Siti Tarawiyah, Perkembangan dan Tantangan Sosial Kehidupan
Perempuan Salafi di Kalimantan Selatan, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol.
15, No. 1, 2017: pp. 470-492.
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In the Wirokerten Salafi circles, I found a different
reality from previous studies. One striking observation was
that the educators (ustadh / ustadha) in the Pesantren of
Salafi Wirokerten environment actually encourage Salafi
female members (aged over 17 years) to continue their
education to a higher level. Educational facilities,
curriculum, teaching staff and higher education facilities
and infrastructure were all prepared to facilitate Salafi
members who wished to continue to study.

In addition, I also found that members of the
Wirokerten Salafi community were very cooperative in
fulfilling the administrative requirements for proof of
marriage legality. This concerns issues of marriage
registration at the Office of Religious Affairs and various
administrative requirements that must be completed by
Indonesian Citizens. This cooperation was also observed in
cases of couples engaging in polygamous marriages. Men
(husbands) who deciding to have polygamous marriages
appear not to be reluctant to record their marriage wishes at
the village office and register their marriages to the KUA.
This shows that religious movements with Salafi teachings
wanting to testore the purity of Islamic teachings based on
the Qur’an. and Hadith- do rnot- clash~ with various
regulations established by the government.

As for partner selection, Salafi women are committed
to prioritizing male partners who are Salafis. However, this
way of thinking does not apply to the concept of guardians.
The status nasab guardian (father/brother/uncle or the
closest male family member) will not be rejected even if the
guardian is not a Salafi himself. The Salafi do appoint a
guardian should the nasab guardian have difficulties being
present and this is legally valid.



12

This study discusses 35 members of the Salafi manhaj,
consisting of: 10 unmarried women living in female-only
dormitories, 5 Salafi religious leaders, 5 Salafi women who
are in non-polygamous marriages, 8 Salafi couples involved
in polygamous marriages, and 7 government figures. The
informants form the main source of information to explore
the concepts of marriage, education, and women's agents.
Respondent categories were selected by purposive sampling
based on certain criteria.’® Meanwhile, interviews were
conducted in a semi-structured way and required active
participants to obtain real data in the field.

The primary question is whether the marriage practices
among Salafis is contradictory to the state rules.
Furthermore, if they do contradict, which agency plays a
role in perpetuating the rule of law and the manhaj. The
Salafi women's agency is very instrumental in determining
the empowerment of Salafi women through various forms
of study activities, family economic empowerment and
facilitation of families in the Wirokerten Salafi community.

Family is very important because the family” is the

*® Howard S. Becker, How to Think about Your Research While You’re
Doing It, (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1998).
¥ The family is'defined as a small group of people who-are bound in
marriage and blood ties."Referring to Subekti, Euis Nurlaelawati drew the
conclusion that family-law-is a set’ of laws'that function to regulate
relationships within internal family groups or a set of laws to regulate
affairs arising from family ties. This can be seen in Euis Nurlaelawati’s
“Indonesian Family Law: Rules on And Practices of Marriage, Divorce,
Parents-children Relationship, And Inheritance”, International Conference
on the Best Interest of the Child — Parenting after Divorce. As with
ideology, the understanding of values and norms prevailed in society is
formed through a process of practice. In this case, referring to Althusser's
view, ideology is not an intellectual illusion but a process of practice
carried out in everyday life. This practice is supported by and carried out
for the "ideology of the state apparatus" by institutions such as schools,
churches (religious institutions), legal systems, families, communication
media, and political parties. John Lechte, “Louis Althusser” within George
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smallest entity from the formation of a society order. For
this reason, the values and norms that exist in the family
also have a significant influence in shaping the ideal
society. This ideal is not only built based on the values of
kindness instilled by both parents in their children, but also
based on family participation in obeying administrative
regulations issued by the state, such as recording a marriage
before the formation of order of new members in the
family. As an Indonesian citizen, the beginning of the
administrative obligation in building a family is to register
the marriage in the government agency responsible for it, in
this case, the KUA. For this reason, this research looks at
the way Salafi doctrine is negotiated with legal reality in
Indonesia and how this limits their freedom to apply Salafi
doctrine.

B. Research Questions

This research aims to answer the following questions:

1. How is marriage law practiced in the Salafi
community in Wirokerten?

2. How are the Salafi teachings negotiated with
Indonesian marriage law in Wirokerten?

3. Who: has played an-impertant role-in shaping the
Wirokerten “Salafi * Community's" understanding of
marital law and regulations?

C. Purpose of Research
Based on the research questions described above, this
study aims to:
1. Explain the practice of marriage law in the Salafi
community in Wirokerten Village, Banguntapan

Ritzer, ed., Encyclopedia of Social Theory (UK: Sage Publication, 2005), p.
11.
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Subdistrict, Bantul Regency, Special Region of
Yogyakarta.

2. Explore marriage law as it is understood by the Salafi
community and its similarities with the government
regulations. This includes an exploration of the
differences and similarities of family law practices
according to state rules through marriage law
legislation and the rules of the Salafi community in
Wirokerten Village, Banguntapan District, Bantul
Regency, Special Region of Yogyakarta.

3. Find the sources and parties that have shaped the
understanding of the Salafi community in Wirokerten
Village, Banguntapan Subdistrict, Bantul Regency,
Special Region of Yogyakarta regarding marital
practices and law (explain the factors that influence
marital practices).

D. Significance of Research
This research has academic and practical uses.
Academically, this research will provide an additional
treasury of themes related to the dynamics of the Salafi
Muslim Community. in. Indonesia, in , genetal, and in the
Special Region of Yogyakarta, specifically in Wirokerten
Village, Banguntapan" District,; Bantul’ Regency. In
addition, this research will broaden the discourse regarding
the relationship between the government (represented by
the KUA) and various religious communities, especially
Salafis.
Practically, this research is expected to provide the
following benefits:
1. This research will contribute to the reality of
marriage law in religious communities in Indonesia,
especially in the perspective of the Salafi community.
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2. This research is expected to add to the scientific
treasury of understanding transnational Islamic
movements, such as the Salafis in Indonesia. At
present, the spread and development of Salafi are
significant enough for it to have entered villages in
Indonesia and at the same time broken through the
boundaries of Indonesian tradition and culture,
especially in terms of understanding and practicing
marriage law.

3. For the Muslim community in general, this research is
expected to provide enlightenment and a description
of the development of transnational Islamic
movements with various success factors, such as
acceptance from the Muslim community and
background of Salafism in Indonesia.

4. This research will contribute to agency portrayals and
negotiations with government law according to the
religious =~ community,” especially the  Salafi
community.

5. This ' research = is expected to increase the
understanding of empowerment of women and the
younger, - generations |, carried ., out., by religious
communities (Salafis) through-increases in resources
for—-women" to continue ~their ‘studies” to higher
education.

6. This research will provide a new perspective for the
government on acceptance of marriage law according
to areligious community, in this case, the Salafis.

. This research will assist the government in imposing

state rules, such as Fatwa institutions, Regional

Regulations, Presidential Instruction, the kompilasi and

Marriage Laws, related to marriage regulations in

religious communities. It is possible to make an
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innovative program in which various government
regulations that do not infringe on the believed ideology
are socialized.

E. Literature Review

Literature review was carried out on previous research
that has touched on themes raised in this Salafi study. This
review was divided into three categories: 1) research on
Salafi in general; 2) studies related to the legal issues of
Islamic families, especially minorities; and 3) special
studies related to the community Salafi Wirokerten.

For the first category, Salafi in general, a complete
study of Salafis and their distribution in various countries
can be found in the book of Global Salafism, Islam's New
Religious Movement® This book is the result of a
conference held on 27-30 September 2007 in Nijmegen,
The Netherlands. The issues discussed in  this work
emphasize Islamic dialogue with local culture and global
realities in Salafi discourse. This book states that Salafis
believe they are a category of saved groups (a/-firqah al-
najiyah) and a winning sect (al-ta'ifa al-mansura) that will
reach heaven.

Henri Lauziere’ a researcher: with a background in
history, has-attempted to trace 'Salafi history. According to
him, Salafi is a term that continues to be dynamic and is
contested as a term and a movement. Henri built a
chronology of Salafi history in a transnational network
starting with the network of Taqi al-Din al-Hilali (1894—
1987), a Moroccan Salafi who traveled from Rabat to

% Roel Meijer, ed., Global Salafism: Islam’s New Religious Movement,
(UK: C.Hurt & CoPublisher, 2009).

3! Henri Lauziere, The Making of Salafism, Islamic Reform In the
Twentieth century (New York: Columbia University Press, 2016).
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Mecca, and from Calcutta to Berlin. In Henri's record, al-
Hilali interacted with prominent Salafi scholars and
activists who eventually abandoned Islamic modernism for
a purer approach to Islam. In addition, Henri shattered the
claim of monopoly on religious truth by the Salafis who
often face theological and legal conflicts with fellow
Muslims.

Two works have been written by Noorhaidi Hasan, the
first of which was published in a book edited by Reoel
Meijer entitled “Ambivalent Doctrines and Conflicts in The
Salafi Movement in Indonesia’.>* In this article, Noorhaidi
made a crucial observation that salafi ideology as a
Transnational Islamic movement has a non-monolithic
nature. In addition, the application of Sal/afi teachings
experiences ambiguity in doctrines especially when it is
applied to the Indonesian context. Conflicts among the
Salafi elites, as in the case of the jihad fatwa in Maluku, are
evidence of the ambivalence of its doctrines. Noorhaidi also
highlighted the role of Saudi Arabia in encouraging the
spread of Salafism, mainly in Indonesia. Saudi Arabia
provides learning opportunities for Indonesian students at
top universities in Saudi Arabia especially those with Salafi
manhaj.- After returning to Indonesia, some of their alumni
then became agents of Salafi distribution-in'Indonesia. In
his other work, his dissertation, Noorhaidi gave a more
detailed explanation of the Salafi movement which was
translated into Indonesian; Laskar Jihad, Islam, Militansi
dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru>® In

32 Noorhaidi Hasan, Ambivalent Doctrines and Conflicts in The Salafi
Movement in Indonesia, in Roel Meijer,ed., Global Salafism....., pp. 169-
187.

3 Noorhaidi Hasan, Laskar Jihad, Islam, Militansi dan Pencarian
Identitas di Indonesia Pasca Orde-baru [Laskar Jihad, Islam, Militancy and
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his book, Noorhaidi explains the roots of the Salafi
movement that has transcended cultural boundaries in
Indonesia. The spread is marked by strong financial support
from Saudi Arabia such that the Salafis have rapidly
reached almost all corners of Indonesia. Historically, the
teachings of Salafism began to develop in Indonesia in the
second half of the 1980s. This is evident from the symbolic
appearance of Salafi members; young men with long beards
(lihya), Arabic-style robes (jalabiyya), turban (imama), and
trousers stopping above the ankles (7isba/) and women
wearing black clothes and veil (zigab) in public places.
Ultimately, this movement was able to take advantage of
political opportunities after the fall of Soeharto, with mass
mobilization actions in the form of the Laskar Jihad group
under the Forum Komunikasi Ahlusunnah wa Al-Jamaah
(FKAWJ—-Ahlusunnah wa Al-Jamaah Communication
Forum). The mission on behalf of the jihad in Maluku was
led by a Salafi leader, Ja'far Umar Thalib. In a relatively
short period of time, the Salafi dakwah has received good
sympathy and responses from the Indonesian Muslim
communities in various regions with various different
backgrounds.

In addition; -a dissertation- written by Din ;Wahid
entitled Nurturing the "Salafi Manhaj; ‘A’ Study of "Salafi
Pesantrens in’ Contemporary Indonesia™ highlights the
other side of Salafism in terms of the role played by the
Salafi pesantren in dakwah in Indonesia. In the research,
Wahid explained that Salafi pesantrens not only taught
their students about Salafism, but also made them

The Search for Identity in Post-New Order Indonesia]. (Translation) Hairus
Salim, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008).

* Din Wahid, Nurturing the Salafi Manhaj;: A Study of Salafi
Pesantrens in Contemporary Indonesia, Dissertation, Utrecht University,
2014.
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accustomed to practicing Salafi manhaj in their daily lives.
He explained that the initial phase of the movement’s
development experienced significant obstacles from the
local community mainly because of the doctrine taught and
the behavior of its followers who seemed arrogant and
exclusive in their social interactions. But in the next phase,
the local community became more familiar with the
presence of the Salafi pesantren. They also emphasized that
the Salafi pesantren played an important role in the spread
of Salafism by organizing various Salafi teaching centers in
mosques, campuses and through radio and television
channels.

One other study discusses more deeply the
Construction of Salafism in online fatwas contained in two
sites: Islam-Online and Fatwa-Online.> The focus of this
research was how the reality of Salafism (Salafi-Wahhabi
with a conservative-puritan character and Salafi modernist
with a reformist character) is depicted in cyber fatwas such
as on Islam-Online and Fatwa-Online websites.
Furthermore, this research focused on the links among
language, symbols used, and actors. Rusli concluded that
the construction of, Salafism. on, Fatwa-Online and Islam-
Online sites is: relatively different.. These differences
include the ideological roots;, approaches and language used
in understanding fatwa issues.

Chozin®®has said that specifically mapped out
strategies and mechanisms in conveying the messages of
Salafi teachings to Muslims in Indonesia were used on
those who did not understand the teachings. The most

 Rusli, Konstruksi Salafi dalam Fatwa Online [Salafi Construction in
Fatwa Online] (Yogyakarta: Penerbit Maghza Books, 2015).

3 Muhammad Ali Chozin, Strategi Dakwah Salafi di Indonesia [Salafi
Dakwah Strategy in Indonesia], Jurnal Dakwah, Vol. X1V, No. 1, 2013.
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popular methods used are known as the daurah’ and
halagal?® methods. The two methods then resulted in
formal and non-formal educational institutions, radio
stations, monthly magazines, book publishers, social
networks and others.

In addition, another work that also has a focus on
Salafi research is a thesis by Krismono®” entitled; Ekonomi-
Politik Salafisme di Pedesan Jawa (Studi Kasus di Desa
Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara,
Jawa Tengah).”’ This research highlights the failure of the
Salafi group to maintain its power after successfully
bringing cultural Islamic followers into the circle of Salafi
groups. The disappearance of Salafi figures caused the
golden age of the Salafis to fade away. Additionally, some
parties felt threatened by the existence of Salafis which
resulted in friction that further led to conflict. The result of
this study then mentions that Salafi, as a contemporary
religious movement, has been trying to cement its existence
through identity negotiations. They negotiate their identity
in the form of meaningful symbolic expressions. One such
expression is the construction of housing or an enclave that
has an imagined boundary between them, and the non-Salafi
communities ras the envirenment. outside themselves is
considered“to “be’ dirty, polluted,” immoral’ and-evil." This

7 Daurah usually refers to activities that involve many participants
such as training activities, seminars, studies, or workshops. Furthermore,
Daurah broadens the mindset on a problem or strengthens certain skills
which are needed to support da'wah activities. Accessed in
http://yru.or.id/mari-mengenal-lebih-dalam-mengenai-halagoh/ on 13
August 2019.

*¥ Halagah literally means circular. In this context, halagah describes a
learning-teaching activity where students circle the teacher.

3 Krismono, Ekonomi-Politik Salafisme di Pedesaan Jawa [Political
Economy of Salafism in Rural Java], Yogyakarta: Thesis Post-graduate
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

“ Ibid.


http://yru.or.id/mari-mengenal-lebih-dalam-mengenai-halaqoh/
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research also included a  discussion on the Salafi
community's response to government regulations, such as
those on policies for family planning. The Salafi
community has shown, in this study, to generally obey
government policy, unless the policy is not in line with
Salafi teachings, such as the policy regulating the number
of children through family planning.

In the second category are the studies of the related
themes of this research - marriage and the various sub-
themes around marriage, such as marital arrangements, the
implementation of a marriage procession with a set of legal
and guardianship understandings, and practices of marriage
at a young age and polygamy. Some of these themes were
filtered to identify only those that concerned studies on
Islamic organizations, both dominant and minority groups
in Indonesia.

An article titled “expanding the Indonesian Tarbiyah
movement Through Ta’aruf and Marriage™' by Suaidi
Asyari and M. Husnul Abid, examines the social
phenomena of the tarbiyah group extending its influence
through aspects of its views on marital relations. The
marriage relationship begins with. 72 ’aruf which is believed
to be having a broad .influence on -the . process of
islamization of society and the State with the formation of
family units. Most importantly, this group is against the
concept of courtship which is currently a trend among
adolescents. Furthermore, this study provides information
on the importance of family Islamization, especially
through marital relations. In the author’s view, if the family
unit were to become Islamic, then the community and the

*' Suadi Asyari and M Husnul Abid, Expanding the Indonesian

Tarbiyah Movement through Ta’aruf and marriage, Al-Jamiah: Journal of
Islamic Studies, Vol. 54, no. 2, 2016.
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State would automatically follow it. Therefore, the family
unit needs to be prepared as the foundation for an Islamic
society and country.

Furthermore, the paper of Euis Nurlaclawati entitled
State Islamic Family Law: interpretation and debate on the
basis of the kompilasi law among religious authorities and
legal experts' examines the reactions and criticism of the
reformation aspects introduced in the kompilasi that have
arisen among Indonesian people, the ulama (members of
specific Islamic organizations), law enforcers and experts.
Furthermore, this paper explores the legal foundations that
form the background for the idea of changing the family
law system. This research employed a social historical
approach, which in essence confirmed that the renewal of
Islamic law has not been fully accepted by the Muslim
Community in general. Additionally, the research also
confirmed that the Islamic legal basis for renewal of the
family law is in fact inadequate and showing debate or
clashes between figh and Qur'anic references and Islamic
law and customary law. Moreover, this paper showed that
the renewal, which claims to be carried out in accordance
with the development and needs of the community, cannot
be separated from criticism from various parties, especially
the ulama;~ who' actively " voice their support” ‘for the
community's needs.

The next research of this literature review was
conducted by Tsaniyatul Azizah for her Master degree
thesis entitled "Perkawinan Ahmadiyah (Studi Sejarah
Hukum Rishranata: Lembaga Perjodohan Internal Jemaat

* Euis Nurlaelawati, Hukum Keluarga Islam ala Negara: Penafsiran dan
Debat atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Otoritas
Agama dan Ahli Hukum, Asy-Syir’ah Jumnal Ilmu Syari’ah dan Hukum,
Vol. 50, No. 1, Juni 2016.
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Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta’®. Basically, this
research looks more at the study of the legal history of the
Rishtanata agency. The results mention the existence of
three phases of development, namely the introduction,
evaluation and enforcement phases. The social factor was
identified as an important factor of agency development.
This entails flexibility in giving sanctions to jamaat
(congregants) who do not marry fellow Ahmadis. JAI's
spread out residential setting is allegedly a factor of their
open-mindedness. Politically, it is important for JAI to
maintain its identity so that there is a need for institutions
that accommodate or facilitate matchmaking needs for
young people. Economic factors also drive this as
contributions from the congregants turns matchmaking
among JAI members into an alternative source for
maintaining financial resources. Marriage with non-
Ahmadis is feared to lead to conflict within the family
because of the prohibition of monetary contributions or
candah. In addition, there is an interesting point in this
study about how the Rishtanata matchmaking agency of
the Ahmadiyah Jamaat facilitates the selection of marriage
mates both locally and abroad. The detailed stages of an
arranged marriage are arranged by the agency and violators
(those'married to Non-Ahmadis) will receive administrative
and social’ sanctions. ‘In regard < to the pillars and
requirements of marriage, JAI has the same regulations as
the law of Indonesia. The pillars of marriage are the bride

# Tsaniyatul Azizah, Perkawinan Ahmadiyah (Studi Sejarah Hukum
Rishtanata: Lembaga Perjodohan Internal Jemaat Ahmadiyah Indonesia di
Yogyakarta [Marriage of Ahmadiyah (Study on Legal History of
Rishtanata: Internal Matchmaking Agency of the Indonesian Jemaat
Ahmadiyah in Yogyakarta], Yogyakarta: 7hesis Pascasarjana UIN Sunan
Kalijaga.
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and groom, the guardian, two male witnesses and the ijab-
gabul (marriage contract). Marriage for women is
considered invalid if it is carried out without the permission
of the guardian . In terms of administrative fulfillment, JAI
requires its members to register their marriages with the
government as a form of allegiance to the state. In terms of
marital procedures, JAI has its own rules for the following
stages: (1) when applying, the male family visits the
woman's side and conveys the intended purpose; (2) after
receiving approval, a marriage contract is held; (3)
Rukhstanah, the prayer of letting the bride be brought to
her husband, is held; and (4) the walimah is held. This
marriage process must involve the muballigh (preachers) or
administrators of JAL* This study portrayed the stages of
marriage in the Ahmadiyah community considered as the
valid requirements of marriage.

In the third category, Anabel Inge, who conducted a
two-year anthropological study on Salafi Women in
England, stated that women in salafism are not opposed to
patriarchy but instead “submit to it or even embrace it.” In
further support to that notion, Inge argues that the young
women in the , salafi., group - she ,, encountered have
internalized sorts of doctrines encouraging them-to be in
marriage as-soon as possible.45 The ‘instituted environment
in which sex segregation is the rule does not prevent them
marrying early, as their doctrine allows them to decide on
their spouse after only meeting him twice.

a4 .
1bid.
*Anabel Inge, The Making of a Salafi Muslim Woman: Paths to
Conversion (New York: Oxford University Press, 2017), pp.179-80.
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Eva F. Nisa™® conducted research on Salafi women in
Yogyakarta and Makassar found that the process of ta’aruf
has become an effective medium to encourage marriage
among women Salafi. She stated that cadari young women
marry at a young age because of concerns of their parents.
One of the concerns of parents is the women will have
relationships with men that are without clear borders.

Ma'rifatul Wasitoh*’ has also conducted research at the
Wirokerten Salafi Community which focused on the
"Mother School" activity, initiated by the Wirokerten
Salafi community as an effort to facilitate women. Mother
School helps build quality mothers through the motto of a
vision that reads; “/bu Muslimah Terampil Pasti Serba
Bisa’. Through this education of mothers, it is then hoped
that they have the the ability to take care of themselves by
maintaining cleanliness and balancing mental, physical and
spiritual health. As for their roles in the family, mothers are
equipped with knowledge about how to carry out the role of
a wife, including knowing the rights of her husband,
maintaining self-appearance, providing the best service and
attention, having the ability to manage finances, and
cooking in ,times_of, urgency., In ,addition, a woman is
equipped with; the ;ability -to educate children by paying
attention-to their growth and development in"an Islamic
manner, paying attention to the physical condition of the
child and making their home as the first school of the child.

*Eva F. Nisa, Marriage and Divorce for the Sake of Religion: The
Marital Life of Cadari in Indonesia, Asian Journal of Social Science 39
(2011), pp. 797-820.

7 Ma'rifatul Wasitoh, Sekolah Ibu: Mendidik Ibu Bisa Menjadi Serba
Bisa [Mother School: Educating Mothers to be Multi-talented] (Ummu
Muhammad School Study in Wirokerten Village, Banguntapan, Bantul
DIY), Yogyakarta: Thesis Islamic Religious Studies Program, Postgraduate
of UIN Sunan Kalijaga, 2017.
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The role of a mother in society is to create a generation,
practice knowledge and establish silat ar-rahim (goodness
to relatives).”® This study outlined the ideal role
construction of a mother or woman according to the
Wirokerten Salafi community.

The last study of the literature review was conducted
by Ahmad Bunyan Wahib and titles Engagement patterns
and Disengagement of Pesantren Jamilurrahman with
society.” This study showed that the pattern of social
relations within a community that is typical of this radical
puritan group, are those of a group closing itself off from
the outside world. So they can not escape at all from the
wider community. They have created a mechanism and an
engagement pattern (attachment and alignity) of the
Pesantren community with the outside community. In the
study, two engagement and disengagement patterns were
observed. The Disengagement pattern developed by the
Salafi group of Pesantren Jamilurrahman Sawo Wirokerten
with the community is a pattern of physical identity,
ideology, different religious rituals, location and system of
Pesantren. Meanwhile, the engagement pattern consists of
economic activities, education and, charity, ,and village
administration. 'This research is . very close to :social,
economic ‘and-religious’ rituals ‘touched ‘on “in ' various
studies, but there'is no related research on the theme “The
legal practice of family issues within Salafi Wirokerten
community’’.

Issues  of  marriage  registration, polygamy,
quardianship, underage marriage and marriage to the Salafi

48 g
1bid.
*Ahmad Bunyan Wahib, Engagement Pattern and Disengagement of
Pesantren Jamilurrahman with Society, (Yogyakarta: Laporan Penelitian,
n.d).
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community are marriage practice issues that not only relate
to the public in general but also connect with Salafi manhaj
and the untouchable state regulations mentioned by
previous researchers who focused only on spreading
dakwah, ideology and political economy Salafi with all
variations in parts of the world including Indonesia
especially Wirokerten. Based on the literature review, the
aims of this research were designed to examine the themes
related to marriage practices in more depth.

F. Theoretical Framework

This dissertation employs structure and the Agent
theory Giddens for analyzing balance between structure and
agent in shaping social reality in society. For Giddens the
social reality formed in society stems from repetitive social
practices that are recursive. The definition of recursive,
according to Giddens, is a form of individual involvement
as an actor. This perception views the involvement of
Salafi women as necessary as actors to form a shared
consciousness and to be part of the community and part of
the state. This is supported by Empowerment Theory Huq
and Macleod’s Accommodating, Protest, theory which
analyze women’s‘ runusual form; of 'struggles’ in their
everyday-lives and how there is stored strength to resist the
dominations that seek to control their lives. Some key
concepts used in this perspective will be explained in more
detail.

1. Agent's Power of Action

Anthony Giddens is one of the social science leaders
who presents a perspective on balance between structure
and agency in shaping social reality in society. By being
an actor or practitioner, one simultaneously also forms
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individual consciousnesses as part of the structure. Both
consciousness and structure continue to be reproduced
through practice, and both affect reality or social
practice” by individuals so as to form a behavior
commonly encountered in a community or society. The
Salafi community has shown that through agents it can
create an understanding of state law in accordance with
its own restraints because it is already in the
subconscious. The position of an individual in a
structure, according to Giddens, is not only as a social
actor, but as an agent who creates the world according to
his own understanding.

Therefore, individuals are viewed by Giddens as
agents who have a lot of knowledge and can perform
calculations of knowledgeable actions.”' Giddens has
also highlighted the perpetrator's three internal
dimensions, namely unconscious motives, practical
consciousness, and discursive consciousness. Practical
reality concerns the desire or need to potentially directly
act, but the focus is not onaction itself. In the context of
Salafi wirokerten, they registered their marriage to the
KUA, as a representation of state law, of, theit own free
will, because of the desire to-do the right thing by the
family and to ' make evident their obedience to-that state.

As for the unconscious motivation, this is/a form of
discursive consciousness that refers to a person's
capacity to reflect and provide a detailed and explicit
explanation of the actions taken. This means that every
action has a specific reason. Practical consciousness

* Michael Ryan, Agency-Structure Integration, in George Ritzer,ed.,

Encyclopedia of Social Theory, (Sage Publication, 2005), p. 5.

>! John B Thompson, The Theory of Structuration in David Held and

John B Thompson,ed., Social Theory of Modern Societies: Anthony
Giddens and His Critics (USA: Cambridge University Press, 1989), p. 58.
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refers to a knowledge cluster that cannot always be
parsed.” Furthermore, from a structural point of view,
Giddens’ study is predisposed to a strategic behavior
that arises from a legitimate, coordinated and normative
order by positioning rights as the source of prevailing
norms in society. From a strategic point of view, the
behavior conducted by individuals in society as agents
shows the realization of claims (based on applicable
rights and obligations) that can determine the successful
mobilization of other actors. Mobility is a form of
response from members of the community >’so it may
support perpetuation or may lead to the loss of even
existing structures.

The various actions or actions performed by
individuals begin with the absence of recognition of
what was done. The actions can be divided into three
stages: motivation, rationalization and reflection. There
is then the habit of doing something by
subconsciously.”In Bourdieu language this is called
Habituation’” and it is done continuously by Salafi who
follow and obey government rules while exhibiting
habituation as Salafi by following the orders of Salafi in

Sce, Anthony Giddens, Central Problem in-Social Theory, (Berkeley
& Los Angeles: University of Callifornia Press, 1997), p. 53; also B. Herry
Priyono, Anthony 'Giddens: 'Suatu Pengantar, (Jakarta: Kepustakaan
Populer Gramedia, 2002), p. 28-31; In Abdul Firman Ashaf, Pola Relasi
Media, Negara, Dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens
Sebagai Alternatif, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 8, No. 2, Juli 2006 : 205 —
218, p. 212.

** John Holmwood, Contemporary Sociological Theory: Post-Parsonian
Developments in Bryan S. Turner,ed., The New Blackwell Companion to
Social Theory, (Blackwell Publishing Ltd, 2009), p. 47.

** John B Thompson, The Theory of Structuration in David Held and
John B Thompson, ed., Social Theory of Modern Societies: Anthony
Giddens and His Critics (USA: Cambridge University Press, 1989), p. 59.

*Pierre Bourdieu, /n Other Words: Essays Towards a Reflexive
Sociology, (Cambridge: Polity Press, 1990), p.31.
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line with state rules. Motivation is the desire to get
something; furthermore, the desire to pursue that
something through rational means. From rationality, one
begins to perform reflective actions as a habit In the
habitual stage a person no longer has the awareness that
he or she is doing something: it is as if the action is
carried out by itself. This process can be seen in the
following image:
Unacknowledged Action Unintended
e
Rationalization of action ,/
'~ Motivation of action
h 3 &

= -
-

Figure 01: Source: Photographed by John B Thompson
(1989).

The model of large structures that cannot be
separated from an individual's life as an agent is what is
called globalization.”® By expanding the definition of
globalization, it can be understood that the process of
disseminating  certain = religions  or  religious
understanding _ is .one , form . of _the.  process of
globalization. ' "Certain 'religions = /or - ‘religious
understandings will face various forms of challenges in
the system of globalization, including if faced with a
legal system in a state. This analogy can be observed in
the spread of Salafi understanding in Wirokerten which
has experienced globalization from the clump of
countries of origin, namely the Middle East peninsula,
thus facing various dynamics of legal adjustment

% Steven Loyal, The sociology of Anthony Giddens, (USA: Pluto Press,
2003), p. 115.
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including the law of marriage when arriving in a second
country such as Indonesia. Moreover, Indonesia is not a
country that uses the principles of Islamic sharia so
various forms of adjustment between marriage law
according to the Salafi Wirokerten community and
marriage law according to the Indonesian government is
inevitable.

Then in the challenge of globalization, certain
religious understandings undergo modernization (to
show the novelty of the time-vulnerable). This
modernization in the perspective of social relations
contributes to pure relationship purity, engagement,
commitment and demands for intimacy.”” When viewed
from the tendency of social relations in modernization
through these four points, then the social interaction
that exists in the community will be very tied to the
identity of a particular community group. This concept
of pure relationship, if it is taken in sociological terms,
will form an early foundation of self-identification that
individuals do in a particular group. With a note there is
a consideration process that individuals must first think
about_. before , combining.  After. the merger process
oceurs, ; the demands - to .engage at- the selected
concentration "“must "be ‘made. © Along ‘with self-
engagement, commitment to the rules, values and norms
that have been agreed upon in a particular community
must be carried out by its members.

2. Citizenship and Accommodation

The concept of citizenship in this study is intended to
get an idea of the roles and responsibilities and agencies
performed by Salafi Wirokerten in relation to the state.

7 Ibid., p. 118.
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As the definition of citizenship is the recognition of the
state of one or a community's recognition as part of a
legitimate people. As for the people, citizenship is a
form of participation aimed at loyalty and obedience to
the state.”® According to Holston every member in the
community defines citizenship at various levels with the
relationship between formal and informal, the power of
structure and the practice of social life.”” According to
Isin and Turner, citizenship should be checked by
articulating its extent, content and depth.®” Citizenship
is dismantling the experiences and perceptions of the
citizens themselves, as Muslims and Indonesians, such
as Salafi.

Accommodation of the Muslim community in
Indonesia from the government, has been done to some
extent. This has been portrayed by Bachtiar Effendy in
several forms, namely structural accommodation,
legislative accommodation, infrastructural
' Some
forms of accommodation center on the relationship of

accommodation and cultural accommodation.

state accommodation to Indonesian Muslims as the
majority of.the population., However, the shift in the
context cof the reality of Indonesia’s religious society
with the” emergence of new ‘religious ' movements in

¥ Marinus Wiechers, Citizenship and Intergroup Accommodation in
Plural Societies, (London: Palgrave Macmillan, 1978), p. 431.

* In Chris Chaplin, Salafi Islamic Piety as Civic Activism: Wahdah
Islamiyah and Differentiated Citizenship in Indonesia, Citizenship Studies,
2018. Vol. 22, no. 2, pp. 208-223
https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445488.

 Engin F. Isin and Bryan S. Turner, Citizenship Studies an
Introduction, “Handbook of Citizenship Studies, (London: SAGE
Publication, 2020), p. 2.

' Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan
Praktik Politik Islam Indonesia, (Jakarta: Democracy Project/Yayasan
Abad Demokrasi, 2011), p. 315-325.
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Islam has not been included in this description.
Therefore, generally speaking, the research on Salafi
Wirokerten will use umbrella analysis based on the
concept of citizenship so that various forms of
regulation, attitudes and actions of the government
towards Salafi Wirokerten can be understood. By
centering the three important entities of Isin and Turner
on citizenship namely extent, content and depth, there
are various forms of accommodating relations conducted
by the state or government and forms of loyalty carried
out by Salafi Wirokerten.

Laclau and Mouffe say that citizenship is a form of
practice of radical democracy that is done to create
"common good." Common good is defined as an effort to
create equality by balancing between freedom and
equality. Freedom and equality are enforced in the
individual sphere as well as within the scope of the
group.®

3. Empowerment Theory and Female Agency
Empowerment is an effort to provide capabilities to
underprivileged communities. It is generally understood
as an, effort 'to develop and'/increase’ the political,
economic, social and legal power of women, to ensure
equality of rights_for women, and awareness to obtain
their rights. The intended rights include:*® 1) having the
same communal status in the community; 2) the ability
is to make their own decisions; 3) having the same right

> Emma Jones and John Gaventa, Concept of Citizenship a Review,
IDS Development Bibliography 19, Februari 2002, p. 24.

%Sacyd Rashed Hasan, Empowerment of Women in Muslim
Communities, A Practical Observation: A Case Study on The Republic of
Turkey in Rahmat Ullah & Sabbir Hasan, ed., Contemporary World: Polic,
Politics and International Relations (Turki: IKSAD Publishing House,
2018), p. 4-5.
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to participate in social, religious and public activities; 4)
benefiting from the same access to education; 5) having
the same right to social and economic justice; 6) having
full control over their lives in the outside and working
world; 7) freedom to live with respect and dignity; 8)
having a safe and satisfying work environment; 9)
making financial choices; and 10) getting equal work
comfortability without gender bias.

From the points above, the measurement of women's
ability or empowerment lies in three spheres that are the
women's ability to determine her own way of life as an
individual. The ability to choose and determine their
way of life includes protection, recognition and access in
society, including their relationships with opposite sex
(male).

In addition to the above points, in economic terms,
women's empowerment refers to the skills of women by
changing their rights to hold and take advantage of their
own assets, income, resources and time, as well as the
ability to operate risks and improve their economic
status and well-being.**

In relation to  religion,  the  issue of,empowerment
often does not ' arise. Religious discourse is. more
dominated “by ' matters concerning-religious—teachings
that marginalize women through quotations that tend to
be discriminatory, such as the position of women who
are lower than men (An-Nisa’ verse 34) and several
other arguments such as statements like women were
created from men's ribs and so on.

The discourse then experienced a shift; a multi-
perspective was used to present a sociological
perspective on the position of religion, so that the issue

% Ibid
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of women's marginalization began to shift into a force
for empowerment (empowering oneself). In this case the
researcher refers to the idea of Samia Hugq.

Samia Huq, in her writing, emphasized that
empowerment can be in the form of the right for women
to access education to understand religious teachings
(text) and interpret and practice it in the form of
religious expressions according to women’s perspective.
In this case, Huq categorizes empowerment into two
forms, namely; self-interest and self—expression.65 The
power of the sacred text doctrine has an important
position to form religious narratives and descriptions of
Muslim women's sexuality relations, so a closer
examination of the meaning of empowerment according
to Muslim women needs to be done through close
communication. That way, the important elements of
empowerment that need to be discussed can be captured
by the community.

Empowerment is a discussion identical with giving
rights and access to do something. In this case, Samia
Hugq presents a number of points that become a measure
of women's rights , and freedoms, in the context of
empowerment, namely -the right to property, control
over the family, custody of children, the-right to receive
dowry, the right to" divorce and rights related to
citizenship. The term of freedom is used to describe a
greater scope, namely a power to choose, power to
express and voice thoughts and opinions. Therefore,
women's empowerment can be linked to several

Samia Hug, Negotiating Islam: Conservatism, Splintered Authority
and Empowerment in Urban Bangladesh, /nstitute of Development Studies
(IDS) Bulletin Volume 41 Number 2 March (USA: Blackwell Publishing,
2010).
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structures such as marriage, family, community,
countering stigma, and so on.*®

Huq then portrayed the decision of women to wear
the hijab which for them was a form of empowerment. In
this case, women have the power (agency) to decide
whether to wear the hijab or not, according to personal
considerations and historical experience they have. In
addition, the decision of women to postpone marriage on
the grounds that they want to seek more knowledge and
income in order to conduct good negotiations in the
marriage bond®’ is also a form of women's
empowerment.

Hug's views above were developed with an
accommodating protest approach, in which female
agents were of concern. This is because Macleod's
theory® tries to save women's voices and to understand
women's words and actions that, in a sociological
approach, are in line with the scope of their freedom
rights. In accommodating protests, agents exist to
understand how women negotiate their concerns in the
complex power relationships they face by choosing to
accommodate and protest at the same time.

The agency refers to the capacity of individuals to act
constantly from social structures in ‘making-their own

decisions and! choices.®’

More specifically,” women's
suffrity is defined as "the process by which those who

have been denied the ability to make strategic life

% Ibid, p. 101.
7 Ibid, p. 102.
% Arlene Elowe MacLeod, Hegemonic Relations and Gender Resistance:

The New Veiling as Accommodating Protest in Cairo...,p.83.

% Antony Giddens, The Constitution of Society: Outline of the Theory

of Structuration, (Cambridge: Polity Press,1984).
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choices acquire such abilities".”” In this case, Salafi
women are often seen as having limited ability to make
choices because of their subordinate position and
oppression in the conservative religious doctrine and the
patriarchal power of Salafism.

Therefore, applying the agency's analysis can allow
"the understanding of women's lives from a personal
perspective, and the examination of certain social,
economic, cultural, geographic and/or historical
circumstances, situations, and conditions that affect
their lives" while structural perspectives help us to
understand systems—such as gender, class, religion, and
ethnic affiliation—that describe and explain women's
situations and experiences.”’ In addition, by focusing on
religious women's institutions, Ridgeway ' highlighted
the importance of women as actors, rather than simply
being followed up by male-dominated social institutions.

Macleod's accommodating protests could help find
the voices of Salafi women in Wirokerten whose life
choices are strictly regulated by the Salafi manhaj. This
view also changes the perspective on the struggles of
women, who_have, so far, have only been understood in
the- form. of clear; voicing or; rindividual actions of
rejection, by “accommodating  informal’ and hidden
struggles.

7" Naila Kabeer, Resources, Agency, Achievements: Reflection on the
Measurement of Women’s Empowerment.  Development  and
Change,Vo0l.30,1999. p. 437.

" 'Mary Ann Maslak, (Ed.)., The Structure and Agency of Women’s
Education, (Albany: State University of New York Press, 2008).

7 Cecilia L. Ridgeway and Lynn Smith-Lovin, The Gender System And
Interaction, Annual Review of Sociology, Vol. 25:191-216 (Volume
publication date August 1999) https://doi.org/10.1146/annurev.soc.25.1.191


https://doi.org/10.1146/annurev.soc.25.1.191

38

G. Methods

This research involves both bibliographic and empirical
investigations. Bibliographic research is carried out by
surveying a number of relevant libraries and research
institutions, as well as reviewing books, articles, academic
theses, journals, statistical data, and research reports.

The second part of this study contains empirical
research of fieldwork conducted for approximately one year
and one month in the village of Wirokerten. This research
was conducted in two periods. The first period lasted for 5
months, from August 2018 to December 2018, while the
second period lasted 8 months, from January 2019 to
August 2019. The second period was used to support the
data obtained during the initial fieldwork in March 2018.
The entire study was conducted in Wirokerten,
Banguntapan District, Bantul Regency, Special Region of
Yogyakarta.

During this period of fieldwork, 1 purposively
interviewed 10 married Salafi women who routinely attend
the Wirokerten Salafi Community study forum specifically
for the Salafi ummahat and akhAwat. This study was held on
Mondays at 08.00 --09.00, a.m, in one,of the wnmahat’s
houses, the house of wmmu Yahya, who is usually called
Mrs. Roni.*After attending one of the Islamic gatherings, I
got to know each of them personally and then they invited
me to conduct interviews at their homes. The material
provided in this Islamic gathering was a baboon book
entitled Sifatu Azzaujati Shalehah by Abd. Razzaq bin
Abd. Muhsin Albat Al-Badar. This book discusses the
qualities of a pious wife who becomes a husband's
happiness when she speaks, behaves, and dresses in a
manner that is obedient to her husband.
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This interview was designed to obtain information on
how the Salafi women understand their duties and
responsibilities as a mother to their children and their daily
treatment of and services to their husbands and the
application of this to their legal status. This interview also
aimed to find out their opinions about the contents of the
book and the practices of Salafi family law. A number of
Ustadz who were leaders of the LPK Puteri Jamilurrahman
and officials at the KUA, especially those employed as the
Religious Counselor and Religious Wedding Officiant, were
also interviewed. Besides providing an insight to their
opinions about the application of the kompilasi and
Marriage Law no. 1 of 1974, these interviews also explored
their responses to family law practices of the Salafi
community members in the Sawo and Glondong sub-
villages — an area of neighborhood association from 4 to 7
in Wirokerten Village.

In addition, the researcher attended more than 20
Islamic Gathering forums, both for married wummahat, for
unmarried Salafi women and for the non-Salafi general
public which were held 3 times each week. The researcher
also attend mother's school every, Saturday morning, and a
study forum for unmarried Salafi women which is held at
the LPK-Puteri every day’from 4 to 5-pm, except for
holidays on' Friday and Sunday. Most of the discussion in
the Islamic gatherings that the researcher attended involved
marital issues and the procedures for becoming a pious
wife. By sitting with them and listening carefully, the
researcher was able to gain important insights into how the
Salafi ustadh provide guidance to their members about the
Salafi manhaj. In other words, participating in these
activities helped to understand the legal tendencies and
wisdom of the manhaj in practicing their law. Not only
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that, the researcher also gained a better understanding of
the extent to which the Salafi community, especially Salafi
women, knew the laws and legal factors that drove them to
go to the KUA to register their marriages, both the first and
the subsequent marriages. Additionally, the researcher was
able to better understand the underlying reasons of the
Salafi women to get married and continue their education,
as well as the role of the wali nasab (nasab guardian) in
understanding Islamic legal rules that are understood to be
accommodative such as the provisions in state rules. The
researcher repeatedly found things that indicated a lack of
knowledge of Salafi women, especially in those who are not
married, about the age of marriage and polygamy rules
according to the state. Furthermore, regarding Sirri
marriage, they tended to do this with consideration of time
and cost efficiency, and then register their marriages
officially later.

The data is supported by information from interviews
with a number of polygamists and unmarried Salafi women
aged 17 years and over who choose to continue their
studies and service. About 18 informants were selected by
purposive sampling, consisting of 8 polygamous marriage
couples and: 10 unmarried ;Salafi- women.~From all
interviewes; it-is'interesting to ‘see that ‘the polygamists,
especially women, did not show any reluctance to share
their problems with researcher, even though researcher hid
her identity from the beginning. On one occasion after Idul
Fitri, the researcher went to see them and confessed that
she had been visiting in order to do research. However, they
considered the researcher as part of the Salafi community,
and were actually happy that someone wanted to listen to
their complaints. For them, the researcher was the right
person to share their stories, about their feelings and
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conditions of first, second and third wife relationships in
the household, with. Likewise, the Salafi women who were
not married, were happy to talk about idolizing the figure
of the ustadh, who can read the kitab gundul (yellow book),
and dreaming of him as a life companion later. Because of
this closeness, the researcher was accustomed to building
informal conversations with the Salafi women in bits of
time between activities, such as when they would be
waiting for the wustadhto come to start a Islamic gathering.
Related to the modern concept of gender and the rules of
reform on issues such as polygamy, this interview
illustrates that women, especially polygamists, speak with
the same voice as feminists who fight for equality. They
also show that women have strategies in anticipation their
husbands suggesting polygamy, such as doing extra
services. Finally, they gave the researcher the
understanding that the strategies they undertook were not
always motivated by the implementation of Salafi manhaj
and they were unaware of the state's legitimacy to support
their legal actions.

Data was obtained from observations in the study
forum and from discussions with wstadh.and, ustadhah about
the legal awareness of the Salafi community in solving
family” “problems; ' such “as" ‘'marriage.~The data is
complemented by .interviews with a number of KUA and
prominent people in the community. Researcher visited the
KUA of Banguntapan Subdistrict, and were able to
interview the Penghulu Agama (religious wedding
officiants) and Penyuluh Agama (religious counselor). From
this visit, I witnessed how the KUA handled marriage
issues and cooperated with the whole community, both
Salafi and non-Salafi. Furthermore, officers had built legal
awareness in the community and helped to guide
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community attitudes in solving the family problems they
faced. The researcher also directly witnessed how the KUA
treats marital affairs flexibly and provides good service for
the Salafi to get married in the KUA. One of the objectives
of this activity was to try to find out to what extent the
KUA and the Salafi community follow state rules, and, of
particular interest to the researcher, whether the KUA
cooperated with the Wirokerten Salafi community to help
them meet the conditions of marital administration without
tendencies to turn them away from the manhay.

By involving two KUA Banguntapan marriage
counselors, an administration section officer of the
Wirokerten Village Office and two chairmen of the
neighborhoods of 04 and 07, the researcher has fulfilled the
required percentage of government elements to be
interviewed. The interview was an attempt by the
researcher to confirm that Wirokerten's Salafi family law
practices were in accordance with the state law, such as
registering the intent to marry at the Wirokerten Village
Office and registering the marriage itself at the KUA. It
enriches and confirms the data that the researcher obtained
from both the KU/A marriage counselor and,the official on
legal awareness issues in the community:

H. Structure

This research is a qualitative study consisting of seven
chapters in which each chapter discusses a different main
theme and is related to the others. The first chapter, the
introduction, is a series of subjects that explain what, how,
why, who and where this research was conducted. Some
sub themes include discussing the background of the
problem and providing an academic explanation on why
this research needs to be done and what is behind it. The
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research questions in this research emphasize the main
points of the problems under study to provide more detailed
focus. After that, it continues with the purpose and
usefulness of the research in explaining the significance of
conducting research on related themes from a practical and
academic aspect. The literature review is an attempt to
present some previous research in order to provide an
overview of the research position and where differences lie
with previous studies. The theoretical framework which
follows is a tool of analysis of the issues raised in research.
The research methods and systematics are a step-by-step
picture from data collection to the analysis process as
required in a scientific research.

The second chapter, is an explanation of the
development of Salafi as a community on a global scale
that finally entered Yogyakarta and formed a Salafi in
Wirokerten Village, Banguntapan District, Bantul Regency,
Yogyakarta. The discussion begins with the history of the
Salafi's arrival in Indonesia. The rapid development of the
Salafi community began with the establishment of the
Jamilurrahman Islamic boarding school, which is a branch
of the Bin Baz Islamic, boarding, school, as a center for
Islamie studies for young men to gain religious knowledge.
In this ~second ‘chapter ‘researcher’ outlines” the rapid
development in Wirokerten of a Salafi community with a
strong identity. This includes a discussion of the various
facilities, economic resources (livelihoods) as well as the
various forms of activities and participation of the Salafi
Wirokerten community in social community activities,
health activities and legal counseling activities.

The third chapter, is a literature review on various
state regulations related to Islamic family law materials
with the presence of marriage legislation No. 1 of 1974 and
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the kompilasi through Presidential Instruction No. 1 of
1991 which later was debated until it became an
accommodative legal reference to legal material that was
deemed necessary to be used as material for review.
Therefore, this chapter also outlines the Counter Legal
Draft carried out by the Ministry of Religion's Gender
Mainstreaming Team led by a Gender activist Musdah
Mulia. Furthermore, the researcher presents the renewal of
Islamic family law both in terms of the method of renewal
and of the legality of the law so that it is clear that the
applicable law in Indonesia can be evenly distributed to all
levels of society, not least it can be flexible with mass
organizations such as Salafis. Therefore, in chapter three
the researcher also explores the dynamics of Islamic family
law issues for other mass organizations such as Shia,
Ahmadiyah, HT1 and Tablighi Jamaah so that differences in
form, features and nuanes with Salafis can be seen.

The fourth chapter is an empirical study in which the
researcher had direct contact with issues of marital
practices among Wiroketen Salafis. This chapter begins
with the issue of marriage registration in which most Salafi
community members- register their martiages to.the KUA
as a form cof obedience to state rulesy They also, use a
guardian or-a person who is appointed-or.chosento be the
marriage guardian for their children. There are a number of
choices from parents to someone who is appointed as Wali
Mujbir, such as the teacher/cleric or the KUA, which is
common in the Salafi Wirokerten. Another interesting
thing in this chapter is the issue of polygamy that is
commonly found among Wirokerten Salafis. This chapter
explores the possibility of Salafi men partaking in
polygamy and having one, two or three women, and the
strategies and paths taken by Salafi women so that their
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husbands do not engage in polygamy. Strong commitment
and promises between partners make polygamy something
easier to live with, and some Salafi even women give their
husbands permission, but it is inevitable that inner conflict
continues to revolve and come to the surface from time to
time.

The fifth chapter details the researcher’s exposure to
underage marriages involving akhAwat (Salafi women) in the
age range of 17 years and under. The unwillingness of
Salafi women to engage in underage marriages is based on
several reasons, including a fear of marriage or reason
wanting to continue their studies to a higher level of
education. These reasons are their rejection of the Salafi
manhaj which carries the idea that getting married soon is
better. In this chapter it will be explained that young Salafi
women prefer to continue their studies to college and
devote themselves to the practice they have gained since
studying at Islamic boarding schools, so that it appears that
young Salafi women can demonstrate their empowerment
as agents of Salafi women.

The sixth chapter is the researcher’s analysis section of
the previous chapters, This chapter describes discipline and
accommodation in. determining the standard of values,
norms- and regulations “that —apply in * groups and
communities which are" then mutually agreed upon to
distinguish between good and bad. Furthermore, it is
explained that marriage and guardianship registrations are
forms of family law practices to influence Salafi decisions
to follow and comply with government regulations. The
choice of education over marriage is an entry point for
Salafi women to continue to take part in the public sphere
without leaving their obligations as a wife and mother at
the same time. There is no limit for Salafi women who
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want to choose to continue their studies, as long as their
rationalization is mutually agreed upon. Finally, polygamy
is considered common in the daily lives of salafis, it has
become a public spectacle. The Wirokerten people no
longer feel self -conscious about it because it has become
accommodation between religious and state law has
decreased in legal practices among salafis.

The seventh chapter, is the conclusion of this study
will be presented as well as answers to the research
questions.



CHAPTER VII

CONCLUSION

The Salafi Wirokerten community has experienced a
phase of socio-religious change that is very significant to date.
This began from the release of unproductive land for the
construction of houses of worship, which became religious
centers for the Salafi. In this case, globalization and
modernization play an important role in providing context for
this process of significant social change. Since the fall of the
new order regime and the start of the democracy era, it has
become apparent that all religious organizations, such as
Salafis, are being allowed a breath of fresh air and the state
has become more open.

In this research case study, the Salafi Wirokerten
community seems to be the appropriate theme related to the
relationship between the role of agents and government; in
this case, the rule of law and the new social structure that has
resulted from the process of religious social transformation. In
this context, Salafi Wirokerten represents the success of a
Javanese village identical to ndeso “rustic” that turned arid
land into a salafiyya village whose community is prosperous
and shows religious peace. Certainly, this success cannot be
separated ' from the important role of the founder of the
Wirokerten village, Abu Nida, a Salafi Great Ulama who was
influential in Yogyakarta. He succeeded in using his rational
authority and charisma to change the social structure of a
frozen society, inherent with their limited religious
knowledge, into a dynamic, progressive and religious society.
He was able to translate his religious understandings into a
reformist religious understanding to solve the social-religious
problems of the Salafi community through the Jamilurrahman
pesantren, which he founded. Furthermore, for the Salafi
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dakwah to succeed, it needed to be in harmony with the
government.

To achieve this, Abu Nida negotiated with the village
government to free the land. The first development on the
land was the Pesantren Jamilurrahman under the legal
protection of the al-Turath al-Islami foundation which
receives funding opportunities from Kuwait and Saudi Arabia.
Until now, the figure of Abu Nida is known to be intelligent
and very well educated. He is a graduate of Ibn Sa’ud. All of
this provided the opportunity for introducing new ideas to a
society that mostly lacked spiritual experience. No one
thought that the Wirokerten settlement would develop rapidly
and grow into an accommodating and very cooperative
village.

The accommodative and cooperative attitude of the
Salafi Wirokerten community towards various policies and
social, political and legal interests of the country shows that
the roles of a number of agents, ulama, and salafi leaders,
exhibit nature and leadership that allows flexibility, both for
the local conditions and government policies. The attitude of
the Salafi Wirokerten community towards bureaucracy
examiners has changed greatly over time. At present, the
village bureaucracy rests jon ;Salafi, members.c All heads of
neighborhood associations and citizen associations are Salafi
members, although the community still seeks government
protection. With ‘government protection, they are freer to
carry out the Salafi dakwah activities that require mass
mobilization, monitor other aspects routinely and and they are
freer of accusations of various subversive actions against the
state ideology. It seems that they have learned a lot from their
experiences and succeeded in changing the views or discourses
that developed among radical groups, that the application and
enforcement of Islamic law does not always start from the
top, vis a vis, and confront the regime. They understand very
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well that now is no longer the time to be oriented towards
ideas of turning Indonesia into an Islamic state, but rather on
the more urgent needs of Islam, namely accommodating Islam
as an alternative system that plays a role in the success of the
government’s agenda, reconstructing politics, making policy
and as a foundation for a national and democratic framework
for society, especially for the Salafi community itself.

Other accommodative attitudes are shown towards
various state regulations and the interests of the Salafi
family’s legality. The Salafi community in Wirokerten are
very aware that as Indonesian citizens they need the legal
protection of abiding by the law, specifically the law of
marriage practices and Islamic family law as these practices
will be carried out in their daily lives. Indonesia has a state of
law that governs Muslim communities through the issuance of
the kompilasi. The kompilasi is not so binding, however, that
the Salafi Wirokerten community don’t have any space to
negotiate it. Moreover, The important concept that is at the
root of Salafi relations with the government is seen from the
understanding of waliyy al-’amr. The concept of waliyy al-
"amr is described as a Salafi view of the relationship between
the political agenda and the prevailing government. Salafi
accommodation- efforts .are .made  if, their. principles or
teachings are accommodated.  The relationship between the
concept of waliyy al-’amr and "al-wala’ wa-al-bara’ is about
understanding obedience to the government, and the concept
of loyalty and rejection of others who are considered not to be
part of Islam (non-Muslims). Uniquely, Salafi Wirokerten
does not enforce al-bara’s attitude upon the government as
long as their freedom to worship and conduct various
activities that support dakwah and their goals are not
disturbed.

On the one hand, the public and ulama have drawn
controversy banning its publication, even though the
Indonesian people are still embracing sharia and an
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understanding of the deeply rooted Shafi’i books. One piece
of evidence that the kompilasi adopted the Shafi’i school
materially is the choice of marriage guardians in which
relatives are still chosen. The presence of the kompilasi can
accommodate figh understanding besides Shafi’i. Long before
the presence of the Ministry of Religious Affairs in 1946, this
was actually an attempt to separate religious and secular legal
matters. More importantly, with the presence of the Islamic
Judicial Act of the 1980s during the New Order government,
the religious court had material about the courts and judges as
well as family law matters.

On the other hand, people are aware of the uniformity of
law in Indonesia and make Islamic law a national and formal
law for Indonesian Muslim communities. As in other Muslim
countries, it looks somewhat like a manifestation of Islamic
law, and represents Islamic identity in Indonesia. Basically,
there was a reference source agreed upon to become the legal
basis issued during the New Order administration, namely the
Formulation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage,
as a form of substantive renewal of the existing laws.
Previously, the legal basis used was Law No. 22 of 1946
concerning Marriage Registration, 7a/ag and Divorce which
has been ratified but; enforced ;only: in. the Java region. The
Indonesian government, which recognized the stabilization of
Islamic family law included in the &kompilasi, eventually
supported the publication of the kompilasi and ratified it with
the Presidential Instruction in 1991. The project of
modernizing the country and rationalizing the law, advocated
by the government itself, could be considered the best support
in the struggle to meet the demands of the Indonesian
Muslims to introduce Islamic family law into the national
legal system through the kompilasi.

A number of Islamic Ulama have very important roles in
the stipulation of Islamic laws that are unique and in
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accordance with the conditions of Indonesian Muslims. Hasby
and Hazairin are two names that specifically promote Islamic
law. Bustanul Arifin was seen as an important figure as the
originator of the kompilasi through the Supreme Court
institution which at that time re-actualized Islamic law. It was
he who proposed the kompilasi project to the President. Arifin
also intended to include local practices in Indonesia. To
achieve this, he introduced innovative rules that adopt
customs and address gender issues. Although not all of these
recommendations are included, the kompilasi successfully
introduced changes such as mandatory rules and
representation of adopted children as surrogate heirs.
However, so far his success has only been on paper as he
underwent a critical challenge.

One result indicates that the Salafi manhaj remains the
main reference source in the practice of Salafi family law, not
the kompilasi and marriage law. In their legal practices,
Salafis deviate from state law and continue to quote and
follow the encouragement of the uwstadh in the salafi
understandings they follow. The dominance of classical salafi
texts in their understanding is very strong among salafi
women. The classical text strengthens the understanding of
the implementation ,of , their  family, law  and provides
opportunities for empowerment for the Salafi- women to study
as high as-possible.A good exampte in this case'is the age of a
person to'get married. In the practice of marriage guardians,
Salafi women, in principle, agree with the rules of the
kompilasi and Marriage Law, because these have the same
rules as the manhaj. When practicing marriage registration,
they register their marriage to the KUA as compiled by the
kompilasi. The majority of the Salafi community obeys the
rules of the country which are in line with the understanding
of the manhaj. It seems that the Salafi are more confident and
feel that the legality of their family is guaranteed under state
protection.



278

The thing that is no less significant is the fact that the
character of the Salafi in Wirokerten is different from those in
other regions. The predicate “cooperative-accommodative”
attached to their community makes them have to show an
accommodative attitude. They also stated emphatically that
they were Indonesian citizens. They believe that they are able
to equate the relevant manhaj understanding in a concrete and
effective way with state rules, state authority and state legal
force.

The Salafi ensure that they obey the rules of the state
with the assumption that the rules of the state are fully correct
as legal texts andissued by presidential instructions, not non-
binding plain texts. Not deviating from the rules of the state
makes them feel more protected. In this case, the Salafi are
obliged to obey the kompilasi as a rule, even though they
themselves do not understand it well, because they only refer
to the manhaj which calls for obedience to the leader.

Thus, even though they agree with the accommodation
and empowerment of salafi women in the practice of
modernly codified Islamic family law, as is part of the
Indonesian Islamic community today, they state that the
manhaj should remain part of their family law practice.
Interestingly, theylegitimized: the practice of their family law
as pure and:in accordance with the Salafi manhaj based on the
guidance of the Prophet.

An important topic that also arises in marital ‘matters is
polygamy. Although the kompilasi decided that the
implementation of polygamy could only be done if the first
wife agreed by stating that she was no longer able to serve her
husband, the reality appears different. In order to obtain
legality and court approval, the Salafi Wirokerten community
has sought ways to make the second, third and subsequent
marriages legal. They made sirr7 marriage views before the
ustadh first, even though the state institution KUA should be
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handling such cases. They consider that their actions are legal
according to religion. After doing this, they need formal
evidence for the administrative needs of their children’s
schools. Thus, some immediately register the application for
polygamy to the court. This is undeniable evidence that the
application of state law is not yet as expected; ordering the
Islamic community to involve the Religious Courts in solving
family problems, so that they could get protection and legal
certainty. As a result, the practice of polygamous marriage is
still carried out by Indonesian Muslims. The legality of the
second marriage is not solely based on the state law, but is
legal based on the teachings of manhaj and because of that, it
still happens.

Futhermore, it can be said that even though the state has
succeeded in enforcing its law as an authoritative law, it is
still difficult for the state to apply its formal enforcement
rules realizing that society cannot be compelled to comply
with these rules. Meanwhile, Salafis who seek justice, though
reluctantly, will go to court, even though their views may be
contradictory to the rules interpreted by the state. Like the
fact shown by the researcher, in whichthe Salafi Wirokerten
community was successfully persuaded to have second, third
and so on-marriages in accordance with state regulations by
requesting a marriage certificate to the village office and then
later registering’ their marriages to the KUA and requesting
legalization  from the  court.: Attempting to register their
marriages is for the sake of legislation for their families. This
shows that they did so because they did not find a strong
position in the manhayj.

To sum up, it is inevitable that Salafis in Indonesia, as a
minority religious organization, feel the need for legal
improvement, as received by other religious organizations
such as the Shia, Ahmadiyah, HTI and Tablighi Jamaah. They
want equal treatment and special mechanisms for their family
law practices. When seeking legal solutions, they can be led
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towards the binding state law. It is important to codify the
accommodative new laws for all Muslim minorities in
Indonesia.
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